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ABSTRACT 

The form of partnership carried out by the Bubutan Police with the community by 

establishing cooperation involving community leaders, religious leaders, and youth 

leaders in the Bubutan Village area by conducting siskamling, pam swakarsa or 

maintaining kamtibmas, traffic management carried out by youth in activities in the 

market and parking management, as well as preventing and anticipating kamtibmas 

disturbances. Efforts carried out by Bhabinkamtibmas and its citizens in preventing 

criminal acts are to disseminate information on security and social security messages 

through door to door system activities and leaflets. In addition, it also motivates the 

community to be active in siskamling activities, especially for teenagers. As well as 

providing counseling guidance to people who are victims of crime, for example domestic 

violence. With these efforts, it is hoped that it will prevent criminal acts in the vicinity of 

the Bubutan community. Thus, the role of Bhabinkamtibmas in Maintaining the Stability 

of Kamtibmas in the Legal Area of the Bubutan Polrestabes Surabaya is as the front guard 

in guarding and protecting the community, as listeners and problem solvers. 

Keywords: Role, Bhabinkamtibmas, Kamtibmas 

 

ABSTRAK 

Bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Polsek Bubutan dengan masyarakat dengan 

menjalin kerjasama yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda 

yang ada di wilayah Kelurahan Bubutan dengan melakukan siskamling, pam swakarsa 

atau menjaga kamtibmas, pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh pemuda pada 

aktivitas di pasar dan pengelolaan parkir, serta melakukan pencegahan dan 

mengantisipasi gangguan kamtibmas. Upaya yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas 

dan warga masyarakatnya dalam pencegahan tindak pidana adalah menyebraluaskan 

informasi pesanv-vpesan kamtibmas melalui kegiatan door to door system dan selebaran. 

Selain itu juga memotivasi masyarakat agar aktif dalam kegiatan siskamling, khususnya 

pada remaja. Serta memberikan bimbingan konseling kepada masyarakat yang menjadi 

korban criminal misalnya KDRT. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat 

mencegah tindak pidana di sekitaran masyarakat Bubutan. Dengan demikian bahwa Peran 

Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Stabilitas Kamtibmas di Wilayah Hukum Polsek 
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Bubutan Polrestabes Surabaya adalah sebagai garda terdepan dalam menjaga dan 

melindungi ketertiban masyarakat, sebagai pendengar dan penyelesai masalah.  

Kata Kunci: Peran, Bhabinkamtibmas, Kamtibmas 

 

I. PENDAHULUAN  

Model pemolisian dalam penyelenggaraan tugas Polri agar dapat berjalan 

secara efektif dan dapat diterima atau cocok dengan masyarakatnya (sesuai 

dengan corak masyarakat dan kebudayaannya) adalah pemolisian yang 

berorientasi pada masyarakat. Yang dibangun melalui kemitraan (partnership) dan 

memecahkan masalah sosial yang terjadi (problem solving). Dalam hal ini 

pemolisiannya tidak dapat dilaksanakan anatar satu daerah dengan daerah lainnya. 

Tetapi dalam pemolisiannya berupaya untuk memahami berbagai aspek yang 

mempengaruhi antara lain corak masyarakat, kebudayaannya, gejala-gejala sosial 

yang terjadi dalam masyarakat dan sebagainya. Untuk menerapkan pemolisian 

yang cocok dengan masyarakatnya, para petugas Polri tidak dapat untuk 

mempelajari pengetahuan tersebut yang tercakup dalam ilmu kepolisian 

(Chrisnanda,2009). 

Sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Kapolri No.Pol. : 

Kep/8/XI/2009 pada huruf e yakni Bhayangkara Pembina Kamtibmas 

(Bhabinkamtibmas) adalah Petugas Polmas di desa/kelurahan, praktis tugas 

Bhabinkamtibmas merupakan implementasi dari community policing atau 

Pemolisian Komunitas. Selanjutnya pada huruf h tercantum bahwa Petugas 

Polmas dapat ditugaskan secara khusus untuk membina komunitas tertentu atau 

kawasan tertentu. Community Policing atau Pemolisian Komunitas adalah 

kerjasama (kolaborasi) antara polisi dan masyarakat dalam mengidentifikasi dan 

memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan (Lihawa, 2005:10). Lebih lanjut 

dikatakan bahwa Polisi bukanlah satu-satunya instansi yang harus menangani 

masalah-masalah hukum dan ketertiban, diharapkan agar semua anggota 

masyarakat menjadi mitra atau sekutu yang aktif dalam usaha meningkatkan 

kondisi keamanan khususnya dan vkualitas kehidupan pada umumnya. 

Pemolisian Komunitas oleh Polri diterjemahkan sebagai Polmas 

(Perpolisian Masyarakat) sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Keputusan 

Kapolri No.Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 yang memiliki tujuan 
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terwujudnya kerjasama polri dan masyarakat lokal (komunitas) untuk 

menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial dalam rangka menciptakan 

ketentraman umum dalam kehidupan masyarakat setempat. Masyarakat yang 

merupakan terjemahan dari kata community dalam konteks Polmas berarti bahwa 

warga masyarakat atau komunitas yang berada di dalam suatu wilayah kecil yang 

jelas batas-batasnya (geographic-community). Dalam pengertian yang diperluas 

masyarakat dalam pendekatan Polmas diterapkan juga bisa meliputi sekelompok 

orang yang hidup dalam suatu wilayah yang lebih luas seperti kecamatan bahkan 

kabupaten kota, sepanjang mereka memiliki kesamaan kepentingan. 

Proses pemecahan masalah di dalam Pemolisian Komunitas tergantung 

dari input baik dari polisi maupun dari masyarakat. Pemecahan masalah dapat 

mencakup yakni menghilangkan masalah secara keseluruhan, mengurangi jumlah 

masalah, mengurangi tingkat penderitaan per-insiden, dan menangani faktor-

faktor lingkungan untuk mengurungkan niat para penjahat yang ingin melakukan 

kejahatan (Lihawa, 2005, hlm. 27-28). Lebih lanjut dikatakan bahwa pemecahan 

masalah hanya dapat dibatasi oleh imajinasi, kreativitas, ketekunan, dan semangat 

dari mereka yang terlibat. Pemolisian komunitas memungkinkan dirancangnya 

solusi yang khusus bagi keprihatinan khas dari setiap komunitas juga berada 

dalam derajat yang berbeda. Sehingga solusi yang terbaik adalah solusi yang yang 

memuaskan para anggota masyarakat, menunjang keselamatan, mengurangi 

kekhawatiran, mengarah pada perbaikan Kamtibmas, memperkuat ikatan antara 

polisi dan masyarakat dan meminimalkan tindakan-tindakan yang bersifat 

memaksa. Fungsi pengayoman lebih ditonjolkan dalam situasi ini. 

Hampir semua permasalahan dalam masyarakat majemuk Indonesia 

hanya dapat dipecahkan secara holistik atau sistematik (merupakan kesatuan yang 

bulat dan menyeluruh), maka untuk meredam atau memecahkan berbagai gejala 

yang dapat mengakibatkan permasalahan tersebut dibutuhkan kemampuan untuk 

mengidentifikasi, meneliti, dan menganalisa, yang dapat digunakan sebagai 

rekomendasi dalam pengambilan keputusan yang tepat. Dan hal tersebut menjadi 

tantangan bagi Polri dalam melaksanakan pemolisiannya (Chrysnanda, 2009). 
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Usaha-usaha Polri dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dengan 

menerapkan konsep yang berpola pada masyarakat dewasa ini dapat dilihat 

sebagai ujung tombak polisi, karena secara langsung petugas kepolisian 

berhubungan dengan warga komunitas atau warga kelurahan setempat atau 

dengan kelompok-kelompok sosial setempat dan dengan umum (public) dimana 

dia bertugas. Anggota polisi yang menjalankan tugasnya dengan pendekatan 

kemasyarakatan harus membangun hubungan baik dan kemitraan yang tulus dan 

saling menguntungkan dalam menciptakan rasa aman warga dan suasana 

keamanan lingkungan hidup setempat, seperti yang telah dilaksanakan oleh Polsek 

Bubutan Polrestabes Surabaya. Dimana Polsek Bubutan telah memiliki masing-

masing satu petugas Bhabinkamtibmas di setiap desa/kelurahan. 

Bhabinkamtibmas Polsek Bubutan menerapkan metode door to door system 

dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Akan tetapi, 

pelaksanaan metode tersebut belum begitu optimal karena beberapa tindak pidana 

masih kategori tinggi.  

1.1 Rumusan Permasalahan  

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dapat dirumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut :  

1.  Bagaimana deskripsi implementasi Pemolisian Masyarakat oleh 

Bhabinkamtibmas di Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya ? 

2.  Bagaimana upaya yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas dan warga 

masyarakatnya dalam pencegahan tindak pidana?  

1.2 Kajian Pustaka 

1.2.1 Pemolisian Masyarakat 

Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai 

pengertian pemolisian masyarakat, antara lain : 

a. Bayley (1994) yang menyatakan bahwa community policing (pemolisian 

masyarakat) merupakan upaya serius dari kepolisian untuk mencegah 

kejahatan dengan menegosiasikan kontrak sosial antara polisi dengan 

masyarakat. 
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b. Trojanowics & Bucqueroux (1998) yang menyatakan bahwa pemolisian 

masyarakat adalah filosofi dan startegi organisasi yang menggunakan 

kemitraan baru antara masyarakat dan polisi. 

c. Kappeler & Gaines (2009) yang menyatakan bahwa pemolisian 

masyarakat merupakan filosofi yang mengubah pemolisian tradisional 

dengan memberdayakan masyarakat bukan mendikte masyarakat. 

Dari ketiga pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemolisian 

masyarakat adalah sebuah filosofi baru yang mengubah tradisi pemolisian lama 

yang mengatur dan mendikte masyarakat menjadi filosofi sekaligus strategi baru 

yang melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam upaya mencegah 

kejahatan. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi agen pasif yang menunggu 

perlindungan polisi ketika terjadi kejahatan tetapi merupakan agen aktif yang ikut 

membantu kepolisian mencegah kejahatan. 

1.2.2 Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban 

Masyarakat) 

Bhabinkamtibmas sebagai petugas pelaksana Unit Binmas Polsek 

memiliki tugas yang tidak ringan, dengan segala keterbatasan yang dimiliki selain 

mengemban fungsi preemtif yang dikombinasikan sebagai Petugas Polmas dalam 

implementasij jPerpolisian jMasyarakat jharus jberhadapan jlangsung jdengan 

jheterogenitas jmasyarakat jdalam jsuatu jkomunitas jsetingkat jdesaj/jkelurahan.  

Dalam jPeraturan jKapolri jNomor j3 jTahun j2015 jtentang jPemolisian 

jMasyarakat jdisebutkan jbahwa jPemolisian jMasyarakat j (jCommunity 

Policing) jyang jselanjutnya jdisingkat jPolmas jadalah jsuatu jkegiatan jyang 

jmengajak jmasyarakat jmelalui jkemitraan janggota jPolri jdan jmasyarakatj, 

jsehingga jmampu jmendeteksi jdan jmengidentifikasi jpermasalahan jkeamanan 

jdan jketertiban jmasyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan 

pemecahan masalah Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di 

desa/kelurahan. 

Dalam pasal 1 ayat (2) peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat menyatakan bahwa : 

“Pemolisian Masyarakat (Community Policing) yang selanjutnya disingkat 
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jPolmas jadalah jsuatu jkegiatan juntuk jmengajak jmasyarakat jmelalui 

jkemitraan janggota jPolri jdan jmasyarakat, jsehingga jmampu jmendeteksi jdan 

jmengidentifikasi jpermasalahan jkeamanan jdan jketertiban jmasyarakat j 

(jKamtibmas) jdi jlingkungan jserta jmenemukan jpemecahan jmasalahnya j 

(Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat). 

Sedangkan di dalam pasal 1 ayat (4) peraturan Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 menyatakan bahwa : “Bhayangkara Pembina 

Keamananj jdan jKetertiban jMasyarakat jyang jselanjutnya jdisebut 

jBhabinkamtibmas jadalah jpengemban jPolmas jdi desa/kelurahan” (Perkap 

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat). 

Jadi Bhabinkamtibmas merupakan kesatuan kepolisian yang ditugaskan 

untuk membina ketertiban dan keamanan masyarakat dan terjun langsung ke 

desa/kelurahan. 

1.2.3. Door to Door System 

Door to door system merupakan salah satu metode Bhabinkamtibmas yang 

dilakukan dengan mengunjungi rumah-rumah warga yang termasuk kedalam 

wilayah binaannya. jBerdasarkan jSOP jBhabinkamtibmas, jpetugas jkepolisian 

jmelaksanakan jmetode jini jdengan jmemperkenalkan jdiri jkepada jmasyarakat 

jdan jmelakukan jkunjungan jminimal jke jlima jrumah jpenduduk jdalam jsatu 

jhari jdisertai jpenyampaian jpesan jyang jberhubungan jdengan jpemeliharaan 

jkeamanan jdan jketertiban jmasyarakat, jpenyuluhan jhukum, jdan jsebagainya 

(Siregar, 2014). Dengan melakukan kunjungan ini, polisi diharapkan dapat 

melakukan deteksi dini kejahatan melalui informasi yang diperoleh dari 

masyarakat. 

Door to door system ini perlu dilakukan secara teratur dan terus menerus 

mengingat hanya melakukan satuj jkali jkunjungan jtentu jtidak jefektif jdalam 

jmencegah jdan jmendeteksi jpotensi jkejahatan. jHal jini jdisebabkan joleh 

jproses jpenerimaan jdan jkepercayaan jmasyarakat jterhadap jBhabinkamtibmas 

jtidak jakan jdapat jtercapai jdalam jsatu jkali jkunjungan. Masyarakat yang 

dikunjungi oleh Bhabinkamtibmas tidak akan sepenuhnya menjawab jujur 

berbagai macam pertanyaan yang diajukan jBhabinkamtibmas jmaupun 
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jmelaporkan jkecurigaan jadanya jtindak jkejahatan jdalam jkunjungan jpertamaj. 

jSelain jitu, jBhabinkamtibmas jtidak jdapat jmendeteksi jpotensi jkejahatan 

jdalam jkunjungan jpertama jsehingga jdoor jto jdoor jsystem jperlu jdilakukan 

jsecara jteratur jdan jterus jmenerus. 

Door to door system yang dilakukan secara teratur dan terus menerus 

terbukti dapat menurunkan kejahatan dan ketakutan terhadap kejahatan (Grill, 

Weisburd, Telep, Vitter & Bennet, 2014). jDengan jmelakukan jkunjungan jyang 

jteratur jdan jterus jmenerus, jmasyarakat jakan jlebih jpaham jdan jwaspada 

jterhadap jberbagai jmacam jkejahatan jsosial jyang jmungkin jterjadi jdi 

jmasyarakat jdan jlebih jsigap jdalam jmenanggapi jkejahatan jsosial jtersebut 

jkarena jberkalij-jkali jmendapatkan jsosialisasi, jpelatihan, jdan jpenyuluhan jdari 

jpetugas jBhabinkamtibmas. 

1.2.4. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) 

jDalam jKamus jUmum jBahasa jIndonesia jyang jdimaksud jaman 

jadalah jbebas jdari jsemua jgangguan, jbahaya, jresiko, jrasa jtakut jdan jdapat 

jterlindungi. jDengan jdemikian jaman jbersangkut jpaut jdengan jpsikologis jdan 

jkondisi jatau jkeadaan jyang jterbebas jdari jbahaya, jgangguan, jrasa jtakut 

jmaupun jresiko (Wawan, “Peranan Pemerintah Desa Dalam Menaggulangi 

Masalah Keamanan dan Ketertiban”, Jurnal Eksekutif Vol 1 No. 7, 2016:5). 

Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari 

segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Perkataan aman dalam 

pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu : 

1. Security, yaituj jperasaan jbebas jdari jgangguan jfisik jdan jpsikis 

2. Surety, jyaitu jperasaan jbebas jdari jkekhawatiran; 

3. Safety, jyaitu jperasaan jterlindung jdari jsegala jbahaya; dan 

4. Peace, yaitu jperasaan jdamai jlahiriah jdan jbatiniah. 

Sedangkan makna kata tertib dan ketertiban adalah suatu kondisi dimana 

unit sosial termasuk didalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi 

dan posisinya dapat berperan sebagaimana ketentuan yang ada. jSedangkan 

jpengertian jketertiban jadalah jsuatu jkeadaan jdimana jsegala jkegiatan jdapat 

jberfungsi jdan jberperan jsesuai jketentuan jyang jada (Evi Rinawati, Maryani, 
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“Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kelurahan 

Pangkalan Kerinci Barat”. JOM FISIP Vol 5, Edisi II, Juli-Desember 2018. Hlm. 

2). 

Keamanan, ketertiban masyarakat merupakan suatu kondisi yang 

dibutuhkan oleh masyarakat jdalam jhal jpembangunan jmaupun jbersosialisasi 

jdengan jmasyarakat jlainnya. jSituasi jKamtibmas jyang jbaik jsangat 

jdiharapkan joleh jseluruh jmasyarakat juntuk jdapat jdiwujudkan, jsehingga 

jmenimbulkan jperasaan jtentram jdan jdamai jbagi jsetiap jmasyarakat jdan 

jdapat jmeningkatkan jmotivasi jdan jsemangat jdalam jbekerja, jkarena jtidak 

jada jrasa jtakut jakibat jkemungkinan jadanya jgangguan jyang jakan jmenimpa. 

 

II. PEMBAHASAN 

2.1. Deskripsi Implementasi Pemolisian Masyarakat Oleh 

Bhabinkamtibmas Di Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya 

Keadaan kamtibmas Kecamatan Bubutan bisa dikatan masih rawan adanya 

kemungkinan gangguan kamtibmas khususnya tindakan kriminal yang 

meresahkan masyarakat, seperti pencurian dengan kekerasan, pencurian 

kendaraan bermotor, peredaran maupun pemakaian narkoba, dan maraknya 

konsumsi minuman keras yang menimbulkan keresahan warga masyarakat 

Bubutan. Kejahatan yang dilaporkan masyarakat paling banyak terjadi pada 

Kelurahan Bubutan, karena merupakan kawasan padat penduduk dan terdapat 

peluang. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya menjaga kamtibmas juga 

menjadi penyebabnyav, selain itu juga kepedulian dari masyarakat sekitar kurang 

dalam melaksanakan pencegahan terhadap adanya peluang gangguan kamtibmas 

di wilayah sekitar khususnya Kelurahan Bubutan. 

2.2. Door to Door System 

Berbagai cara telah dilaksanakan untuk merubah paradigma masyarakat 

mengenai citra kaku Bhabinkamtibmas salah satunya dengan kegiatan/program 

door to door system. Kegiatan DDS (vDoor to Door System) merupakan kegiatan 

wajib yang berupa mengunjungi rumah-rumah masyarakat, menghadiri kegiatanv-

vkegiatan masyarakat seperti gotong royongv, dan penyuluhan ke area tempatv-
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vtempat seperti sekolahv, kantorv, maupun tempat hiburan yang berada 

dilingkungan Bhabinkamtibmas itu sendiri. Ragam kegiatan door to door system 

di Polsek Bubutan cukup bervariasi, dimana terkait dengan binluh (bimbingan dan 

penyuluhan), kemudian sambang, dan anjangsana. Binluh digunakan untuk 

melakukan bina masyarakat melalui kegiatan warga, sementara sambang dan 

anjangsana merupakan kegiatan datang ke rumah warga dan tokoh masyarakat 

secara satu persatu.  

Sebagai Babhinkamtibmas yang mengemban fungsi prev-vemtif 

Babhinkamtibmas diharuskan dapat menjadi teladan dan pelindung bagi seluruh 

lapisan masyarakat mulai ditingkat masyarakat terkecil yaitu kelurahan ataupun 

didesav. Selain itu pula seorang Babhinkamtibmas diharapkan mampu 

mendengarkan apa yang menjadi keluhan dimasyarakat. Kegiatan keseharian dari 

seorang Babhinkamtibmas yang wajib dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas 

adalah dengan door to door atau yang biasa disebut dengan menyambangi atau 

melaksanakan kunjungan kerumahv-vrumah warga desa maupun kelurahan yang 

menjadi tanggung jawabnya.  

Intinya, kegiatan yang dilakukan oleh seorang Bhabinkamtibmas adalah 

yang perlukan hanyalah 4D (Datang-Duduk-Dengar-Dialog) dan 1C (catat). 

Meskipun kegiatan door to door system tidak dilakukan setiap hari, warga 

Bubutan memberikan apresiasi terhadap anggota Bhabinkamtibmas. Peran 

Bhabinkamtibmas melaksanakan tugas dalam melakukan kunjungan kerumah-

rumah. Dengan begitu dapat menjalin silaturahmi yang lebih baik antara anggota 

bhabinkamtibmas dengan masyarakat Bubutan Surabaya.  

Kegiatan personil Bhabinkamtibmas Polsek Bubutan sambang ke 

Kampung atau DDS merupakan kegiatan wajib dan rutin di laksanakan karena 

Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak. Adapun dalam kegiatan tersebut 

Bhabinkamtibmas juga melakukan pendataan Kepala Keluarga, menyambangi 

warga, menjalin silaturahmi, dengan masyarakat sambil memberikan pesan 

Kamtibmas. 

Bhabinkamtibmas Polsek Bubutan mengharapkan agar warga masyarakat 

Bubutan dapat aktif dan turut serta dalam menjaga kamtibmas serta dapat 
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menanamkan ke diri sendiri bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat di 

Kelurahan Bubutan adalah hal yang utama dan menjadi kebutuhan yang 

mendasar. Selain itu Door to door system (DDS) juga bertujuan untuk 

mendengarkan keluh kesah, atau informasi atau permasalahan yang dirasakan 

masyarakat sehingga bisa bersamav- sama untuk dicari jalan keluarnya. 

Door to door system merupakan suatu kegiatan patroli yang dilakukan dari 

rumah ke rumah. Sasaran dari door to door system adalah masyarakat secara 

umum menyesuaikan situasidan kondisi kamtibmas yang ada di masyarakat. 

Program ini dapat terlaksana dengan baik apabila petugas secara aktif 

melaksanakan kegiatan sambang dari rumah ke rumah meskipun informasi 

kamtibmas dari petugas kepolisian belum sepenuhnya tersampaikan secara cepat 

dan tepat kepada masyarakat ataupun sebaliknya. 

2.3. Kemitraan masyarakat 

Kemitraan jpolisi jdan jmasyarakat jmeliputi jmekanisme jkemitraan jyang 

jmencakup jkeseluruhan jproses jmanajemen, jmulai jdari jperencanaan, 

jpengawasan, jpengendalian, janalisis jdan jevaluasi jatas jpelaksanaannya. 

jKemitraan jtersebut jmerupakan jproses jyang jberkelanjutan. jBentuk jusaha 

jPolri jmengacu jpada jSK jKapolri jNomor j737/X/2005j jyang jberisikan jbahwa 

jseluruh janggota jPolri jdiharapkan jdapat jmendukung jpenerapan joleh 

jBhabinkamtibmas j (Bhayangkara jPembina jKeamanan jDan jKetertiban 

jMasyarakat), jdengan jcara jmembangun jdan jmembina jkemitraan jantara jpolisi 

jdengan jmasyarakat.  

Bentuk kemitraan yang dilakukan pihak Kepolisian Sektor Bubutan 

khususnya bagian Bina Masyarakat antara lain pemberdayaan Pemolisian 

Masyarakat dan pemberdayaan pengamanan swakarsa. Instrumenj jnasional jyang 

jmengatur jtentang jForum jKemitraan jPolisi dan jMasyarakat j (FKPM) jdalam 

jmewujudkan jkamtibmas jtercantum dalam jUndang-Undang jNo. j2 jTahun 

j2002 jtentang jKepolisian jNegara Republik jIndonesia jPasal j2, j4, j14 jAyat j 

(1), jdan j15 jAyat j (1). Berdasarkan Undang-Undang Polri tersebut diharapkan 

masyarakat juga turut serta dalam menyelenggarakan fungsi jkepolisian jdengan 

membantu Polri jdalam jmenegakkan jhukum jdan jmenciptakan jkamtibmas. 
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Polrijmenetapkan jberlakunya jPolmas, jdimana jmasyarakat jmembantu Polri 

jmelalui jFKPM jsebagai jwadah jdari jPolmas jitu jsendiri. jSejalan dengan jhal 

jtersebut, jbentuk jKemitraan jPolsek jBubutan jdengan Masyarakat jdalam 

jmenjaga jdan jmewujudkan jkamtibmas jyaitu jdengan dibentuknya jFKPM. 

Masyarakatj jmembantu jPolri jmelalui jForum jKemitraan jPolisi 

jMasyarakat jsebagai jwadah jdari jPolmas jitu jsendiri. jPolmas jdan jForum 

jKemitraan jPolisi jdan jMasyarakat jdiatur jsecara jrinci jdalam jPeraturan 

jKapolri jNo. j3 jTahun j2015 jtentang jPemolisian jMasyarakat, jyaitu jPasal j1 

jangka j (2). jBerdasarkan jketentuan jPasal j1 jangka j (2) jPeraturan jKapolri 

jNo. j3 jTahun j2015 jtentang jPemolisian jMasyarakat jmaka jdapat jpeneliti 

jkemukakan jbahwa jdengan jadanya jkemitraan jantara jpolisi jdan jmasyarakat 

jdapat jmendeteksi jdan jmengidentifikasi jpermasalahan jserta jmenyelesaikan 

jmasalah jtersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat sebagai ujung 

tombak dari hukum dalam bertindak membantu polisi melalui wadah Forum 

Kemitraan Polisi dan Masyarakat. 

Peran jFKPM jdalam jmelayani jwarga jmasyarakat jkhususnya 

jpenyelesaian jmasalahj-jmasalah jyang jmuncul jdan jberkembang jdi jKelurahan 

jBubutan, jmaka jdapat jdisimpulkan jbahwa jdalam jmelaksanakan jperannyaj, 

jFKPM jdilengkapi jdengan jkewenanganj-jkewenangan jyang jdi jmiliki, jyakni 

(1) jMembuat jkesepakatan jmengenai jhalj-jhal jyang jdiperlukan jdan jdilakukan 

jdalam jusaha jmengidentifikasi jdan jmenciptakan jkebutuhan jrasa jaman jdi 

jKelurahan jBubutan; (2) jMemberikan jpendapat jserta jsaran jkepada jKapolsek 

jbaik jtertulis jmaupun jlisan; jdan (3) jMenegakkan jperaturan jlokal jberkaitan 

jdengan jnorma jatau jkaidah jyang jberlaku jdilingkungan jmasyarakat, jmisalnya 

jtamu jyang jbermalam jwajib jlapor jRW/RT. 

Sebagai wadah pemecahan masalah joleh jpolisi jbersama jwarga jFKPM 

jdapat jmenjadi jsarana jdalam jmendiskusikan, jmemusyawarahkan, jdan 

jmembahas jsemua jpersoalan jyang jada jditengah jmasyarakat jsehingga jsetiap 

jperbedaan jkepentingan jantar jpihak/antar jkelompok jmasyarakat jtidak jsampai 

jmengarah jpada jterjadinya jkonflik, jkekerasan jdan jkerusuhan. jPembentukan 

jFKPM jdapat jmendeteksi jsecara jdini jgejala jdan jpotensi jkonflik jdi jtengah 
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jmasyarakat jsehingga jdilakukan jtindakan jsebelum jterjadi jkonflik jditengah 

jmasyarakat. Eksistensi FKPM dapat jmenjembatani jdan jmemediasi jsemua 

jpersoalan jdi jmasyarakat jagar jdiselesaikan jsecara jdamai jberdasarkan 

jmusyawarah jmufakat.  

Pemolisian masyarakat ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi 

adanya tindak jkejahatan jyang jtentunya jdapat jmenimbulkan jkeresahan jdi 

jjtengah jmasyarakat. jHal jini jdilakukan jdengan jcara jmenyatu jdengan 

jkarakter jbudaya jyang jberlaku jdi jwilayah jmasyarakat jtersebut, jsehingga 

jdari jusaha jyang jdilakukan jdapat jdiketahui jpermasalahan japa jyang jsedang 

jterjadi jdi jdalam jmasyarakat, jyang jkemudian jantara jbhabinkamtibmas jdan 

jmasyarakat jmelakukan jkemitraan jbersamaj-jsama juntuk jmencari jjalan 

jkeluar jserta jmenemukan jsolusi jdari jpermasalahan jyang jtengah jterjadi jdi 

jmasyarakat.  

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa bentuk kemitraan yang 

dilakukan oleh Polsek Bubutan jdengan jmasyarakat jdengan jmenjalin jkerjasama 

jyang jmelibatkan jtokoh jmasyarakat, jtokoh jagama, jdan jtokoh jpemuda jyang 

jada jdi jwilayah jKelurahan jBubutan jdengan jmelakukan jsiskamling, jpam 

jswakarsa jatau jmenjaga jkamtibmas, jpengaturan jlalu jlintas jyang jdilakukan 

joleh jpemuda jpada jaktivitas jdi jpasar jdan jpengelolaan jparkir, jserta 

jmelakukan jpencegahan jdan jmengantisipasi jgangguan jkamtibmas. 

Himawati dkk (2017) menjelaskan bahwa FKPM (Forum Kemitraan Polisi 

dan Masyarakat) adalah jsebuah jforum jberanggotakan jmasyarakat jitu jsendiri 

jyang jdibina jlangsung joleh jPolsek jwilayahnya, jmelalui jBhabinkamtibnas. 

jProgram jini jcocok jditerapkan jkarena jmasyarakat jikut jberperan jaktif 

jmenjaga jkeamanan jdan jketertiban jdi jdaerah jtempat jia jtinggal. Menurut 

Waruju L.L (2017) keanggotaan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) 

terdiri dari warga setempat. Warga bersama dengan petugas polmas 

mengidentifikasikan permasalahan, menentukan prioritas penanganan dan 

memecehkan masalah. Keputusan yang diambil dalam forum merupakan 

keputusan bersama dan untuk tujuan bersama. jFKPM jsangat jberperan jsebagai 

jpendidik jmasyarakat jdengan jmemberikan jpenyuluhan jKamtibmas, jmenerima 
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jberbagai jlaporan jganggungan jkeamanan jdan jmerespon jsecepat jmungkin, 

jdan jmembantu jmencarikan jsolusi jpenyelesaiannya (Pamungkas dkk, 2018).  

Kemitraan polisi dan masyarakat di Kecamatan Bubutan dirasakan 

berjalan dengan jsangat jbaik. jHal jini jkarena jkemitraan jantara jpolisi jdan 

jmasyarakat jterjalin jmelalui jkomunikasi jyang jdilakukan jdengan jsangat jbaik 

jdan jterbuka. jDisisi jlain jhubungan jini jsama-sama jsaling jmenguntungkan 

jkedua jbelah jpihak, jwarga jmasyarakat jhanya jmenyerahkan jkepercayaan 

jpenanganan jmaupun jpencegahan jtindak jkejahatan jkepada jpihak jkepolisian. 

2.4.  UPAYA YANG DILAKSANAKAN OLEH BHABINKAMTIBMAS 

DAN WARGA MASYARAKATNYA DALAM PENCEGAHAN 

TINDAK PIDANA 

2.4.1.  Menyebarluaskan Informasi Mengenai Pemeliharaan Keamanan Dan 

Ketertiban Masyarakat 

Kegiatan jmenyebarluaskan jinformasi jtentang jkebijakan jpimpinan 

jpolri jberkaitan jdengan jpemeliharaan jkeamanan jdan jketertiban jmasyarakat. 

jBhabinkamtibmas jmempunyai jtugas jperanan jpenting juntuk jmemberikan 

jinformasi jkepada jmasyarakat jtentang jpentingnya jmemelihara jkeamanan jdan 

jketertiban jmasyarakat. 

Penyebaran informasi tentang Kamtibmas pesan yang disampaikan atau 

disebarkan dengan jsosialisasi jdengan jdoor jto jdoor jsystem jdan 

membagijselebaran.jPesan harus sarat bermuatan informasi Kamtibmas lebih 

detail dan isinya pun harus mendeskripsikan bagaimana kegiatan 

Kamtibmasjteknis jpelaksanaannya. 

Inti jdari jkegiatan jpenyuluhan jatau jpenyampaian jpesan jkamtibmas 

jdan jpencegahan jtindak pidana jadalah jkomunikasi jantara jkomunika jdan 

jkomunikator jmelaluijsambang jatau jdoor jto jdoor jatau jtatap jmuka jyang 

jdilakukan joleh Bhabinkamtibmas. jSuatu jmateri jdapat 

jditerimajdenganjbaikjapabilajkomunikasijyang terjadi berlangsung dengan baik 

dan efektif. Konteks komunikasi itu dapat dikatakan baik apabila jada 

jkomunikator jyang jmenguasai jmateri penyuluhan. jDalam jhal jini 

jBhabinkamtibmas jharus jbisa jmengetahui materi japa jsaja jyang jakan 
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jdisampaikan jmengenai jpencegahan jtindak pidana. jFaktor jkedua jadalah 

jkomunikasi jyang jaktif juntuk mendengarkan jdan jmengikuti jpesan. jFaktor 

jketiga jadalah jadanya media, jdi jsini jmedianya jadalah jkegiatan jrutin 

jBhabinkamtibmas jyang selalu jbersentuhan jdengan jwarga jdan jadanya jtimbal 

jbalik jantara Bhabinkamtibmas jkepada jwarga jmaupun jwarga jdengan 

bhabinkamtibmasj.  

Dan untuk menciptakan kondisi seperti ini petugas harus memilik 

kualifikasi berkomunikasi dengan memperhatikan komponen yang perlu 

diperhatikan dalam berkomunikasi, jyakni kemampuan berbicaraj, 

jmendengarkan, jbertanyaj, mengamatij, memberikan jumpan jbalik jdan 

jmeringkas. jKeenam jindicator jtersebut menjadi jindicator jpenilaian jdalam 

jmelihat jkemampuan jberkomunikasi dari jseorang jpetugas jyang jsedang 

jmelaksanakan jkegiatan penyuluhanj. 

Penyebaran informasi kamtibmas yang disebarkan dilakukan secara merata 

ke seluruh lingkungan masyarakat yang memiliki keragaman budaya, 

pemahaman, tingkat pendidikan, jdan jlain-lain, jsehingga jkamtibmas jdapat 

jsecara jefektif jdan jefisien jdalam jpenyelenggaraannya. jHal jitu jjuga 

jdimaksudkan juntuk jdapat jmenekan jtingkat jtindakan jkriminalitas jdi jwilayah 

jhukum jkota jSurabaya jdan jdisertai jpula jdukungan jdan jpartisipasi jdari 

jwarga jmasyarakat jdalam jmasalah jsiskamling jdengan jsendirinya jdapat 

jmenutup jserta jmempersempit jgerak jlangkah jorang jatau jpihak jyang jakan 

jmelakukan jtindakan jkriminalitasj. J 

Intensitas jpenyebaranluasan jinformasi jyang jdilakukan jharuslah 

jdengan jmenggunakan jstrategi jyang jmenarik jsehingga jpeserta jatau 

jmasyarakat jyang jmendapatkanjinfromasi jtersebut jdapat jantusias jyang jbaik 

jdan jdampak jpenyebaran jinformasi jtersebut jdapat jdengan jmudah jdiaplikasi 

jdi jlingkungan jmasyarakat. 

Kegiatan Kamtibmas jperlu jdilakukan jmengingat jmasih jbanyak 

jkekuranganj-jkekurangan jyang jada jdalam jpelaksanaan jKamtibmas. 

jKesadaran jmasyarakat jakan jpentingnya jKamtibmas jsudah jmenjadi 
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jkeharusan, jkarena juntuk jsiapa jlagi jKamtibmas jtersebut jdilakukan jjika 

jbukan juntuk jmasyarakat jitu jsendiri. 

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa anggota 

Bhabinkamtibmas selalu jmemberikan jinformasi jmelalui jmedia jselebaran jdan 

jmemberitahukan jinformasi jkepada jmasyarakat jsupaya jmereka jdapat 

jmenjaga jkeamanan jdan jkondisi jyang jharus jdi jpatuhi jdalam jmasyarakat. 

jSelanjutnya jdalam jpelaksanaan jdalam jmenjaga jkeamanan jdan jketertiban 

jmasyarakat jBubutan janggota jBhabinkamtibmas jmembuat jposter jyang jdi 

jtempelkan jdi jkantor jKelurahan jmengenai jperaturan jyang jharus jdipatuhi 

jdan jdilaksanakan joleh jmasyarakat jBubutan. 

2.4.2. Memotivasi Masyarakat Melaksanaan Siskamling Dalam 

Pengamanan Lingkungan Di Kegiatan Masyarakat 

Motivasij jadalah jproses jaktualisasi jdari jsumber jpenggerak jdan 

jpendorongj. jMotivasi jadalah jniatj, jdoronganj, jdasar juntuk jberbuat jsesuatu 

juntuk jmencapai jhasil jyang jbaikj. jDalam jhal jini jBhabinkamtibmas 

jmemotivasi jmasyarakat juntuk jmelakukan jkegiatan jsiskamling jdalam 

jpengamanan jlingkungan jdikegiatan jmasyarakat jBubutan.  

Aktifitas-aktifitasj jatau jkegiatan jsiskamling jdiawali jdengan jberjaga 

jdi jpos jlalu jdilanjutkan jdengan jberpatroli jdilingkungan jpos jpenjagaan 

jsiskamling jlalu jdilanjutkan jdengan jpengambilan jjimpitan jyang jtelah 

jdisiapkan joleh janggota jmasyarakat. jKegiatan jini jdilakukan jdisetiap jmalam 

jmulai jpukul j23.00 jhingga j03.00 jWIB. jDalam j1 jmalam jkelompok jjadwal 

jSiskamling jmasingj-masing jterbagi jmenjadi j8 jorang janggota jmasyarakat 

jyang jsiap jberkeliling juntuk jbertugas jberpatroli jdalam jmenjaga jkeamanan 

jlingkungan.  

Sistem Keamanan Lingkungan atau Siskamling merupakan salah satu 

usaha dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di kampung 

atau desa. jDalam jhal jmenjaga jkeamanan jdan jketertiban jmasyarakat, jseluruh 

jwarga jwajib jikut jserta jdalam jmelaksanakannya. jTujuannya juntuk 

jmemenuhi jrasa jaman jdi jmasyarakat jdan juntuk jmendukung jterwujudnya 
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jmasyarakat jyang jadil, jmakmur, jdan jberadab jberdasarkan jPancasila jdan 

jUUD j1945. 

Peranj jpemuda jsangat jdibutuhkan juntuk jmenegakkan 

jkesejahteraan jsosial. Untuk itu sejatinya jpara jpemuda jharus jturut jandil 

jdalam jmenjaga jkeamanan jlingkungan. jKarena jitu jmerupakan jsebuah 

jproses jawal jtangung jjawab jsebagai jseorang jwarga jnegara jyang jbaik. 

Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa dalam jmendorong jpelaksanaan 

jkeamanan jdan jketertiban jdi jKelurahan jBubutan, janggota jBhabinkamtibmas 

jmembuat jkegiatan jmengenai jsiskamling jyang jdi jmana jBapakj-bapak jdan 

jremaja jberperan jpenting jdalam jpelaksanaan jkegiatan jsiskamling. 

jMasyarakat jsangat jmembutuhkan jkehadiran jatau jpenampakan jfisik 

jBhabinkamtibmas jkarena jdirasakan jmasyarakat jdapat jmemberikan jrasa 

jaman jdan jmenutup jpeluang jtindak jkejahatan jdi jmasyarakat. 

2.4.3. Menerapkan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi 

Masalah-Masalah yang terjadi di masyarakat 

Bhabinkamtibmas jmenerapkan jlayanan jbimbingan jkonseling jyang 

jbekerja jsama jdengan jLurah, jperangkat jdesa jdan jmasyarakat jagar 

jmasyarakat jdapat jlebih jmudah jdalam jmenceritakan jsegala jmasalah jyang jdi 

jhadapi joleh jmasyarakat jKelurahan jBubutan jkepada jBhabinkamtibmas. 

Bhabinkamtibmas adalah satuan kepolisian yang ditugaskan di 

desa/kelurahan, jdimana jsatuan jkepolisian jini jbersentuhan jlangsung jdengan 

jmasyarakat. jPeran jBhabinkamtibmas jsebagai jpetugas jkepolisian jdi jdesa/ 

jKelurahan, jmemberikan jperlindungan, jpengayoman, jdan jpelayanan jkepada 

jmasyarakat. jHal jini jberarti jsetiap jpermasalahan jyang jdilakukan joleh 

jmasyarakat, jbaik jitu janak-anak jataupun jorang jdewasaj, jditangani jlebih 

jdulu joleh jBhabinkamtibmas. 

Kamtibmasj jmerupakan jtanggungjawab jseluruh jmasyarakat jdan 

jpemerintah, jdalam jhal jini jkepolisiaan jsebagai jpenegak jhukum. jKepolisian 

jmelakukan jupayaj-upaya jpencegahan jdan jperlindungan jbagi jkeamanan jdan 

jketertiban jmasyarakat. jJika jterjadi jperkara jdi jmasyarakat jseperti jKDRT 
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jmaka jbhabinkamtibmas jyang jlebih jdulu jmenangani jperkara jtersebut 

jsebelum jke jtingkat jperadilan jumum. 

Kedekatanj jBhabinkamtibmas jdengan jmasyarakat jdan jtokoh 

jmasyarakat jyang jada jdi jdesa jjuga jsangat jpenting jdalam jmenciptakan 

jperdamaian jjyang jrestorasif karena jdalam jpendekatan jini jdibutuhkan 

jkesadaran jdari jkedua jbelah jpihak juntuk jsama-sama jsetuju jtidak jmenempuh 

jjalur jformal. 

Dalam layanan yang di berikan anggota Bhabinkamtibmas kepada si 

korban KDRT jmembuatnya jmerasa jterbantu jjdan jjuga jpelaksanaan jruangan 

jkhusus jlayanan jbimbingan jkonseling jini jsangat jmembantu jmasyarakat 

jdalam jmemecahkan jmasalahnya jyang jtengah jdi jhadapi joleh jmasyarakat 

jdan jjuga jmembantu jmasyarakat jlebih jmemudahkan jmereka jdalam 

jmenjumpai janggota jBhabinkamtibmas, jterutama jbagi jpara jremaja jyang 

jberada jdi jKelurahan jBubutan jdapat jselalu jberkonsultasi jmengenai japapun 

jyang jtengah jmereka jhadapi, jdan janggota jBhabinkamtibmas jjuga jlebih 

jdekat jdengan jmasyarakat jataupun jpara jremaja.  

 Berdasarkan hasil penelitian bahwa upaya yang dilaksanakan oleh 

Bhabinkamtibmasj jdan jwarga jmasyarakatnya jdalam jpencegahan jtindak 

jpidana jadalah jmenyebraluaskan jinformasi jpesanj-jpesan jkamtibmas jmelalui 

jkegiatan jdoor jto jdoor jsystem jdan jselebaran. jSelain jitu jjuga jmemotivasi 

jmasyarakat jagar jaktif jdalam jkegiatan jsiskamlingj, jkhususnya jpada jremajaj. 

jSerta jmemberikan jbimbingan jkonseling jkepada jmasyarakat jyang jmenjadi 

jkorban jcriminal jmisalnya jKDRTj. jDengan jupayaj-jupaya jtersebut 

jdiharapkan jdapat jmencegah jtindak jpidana jdi jsekitaran jmasyarakat jBubutan.  

 

III. PENUTUP  

3.1 KESIMPULAN 

Peran Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan sangat penting dan bermanfaat 

bagi jterwujudnya jsituasi jkamtibmas jyang jkondusif. jBhabinkamtibmas 

jmerupakan jperwakilan japarat jKepolisian jyang jbertemu jlangsung jdengan 
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jmasyarakat. jHal jini jtertuang jdalam jperaturan jKepala jKepolisian jNegara 

jRepublik jIndonesia jNomor j3 jTahun j2015 jTentang jPemolisian jMasyarakat.  

Berdasarkan hasil penelitian, adapun kesimpulan penelitian ini sebagai 

berikut:  

1. Deskripsi implementasi Pemolisian Masyarakat oleh Bhabinkamtibmas di 

Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya yaitu a) Door to door system, 

jmerupakan jsuatu jkegiatan jpatroli jyang jdilakukan jdari jrumah jke jrumah. 

jAnggota jBhabinkamtibmas jdi jKecamatan jBubutan jsangatlah jrutin 

jberkunjung jke jrumah jwarga. jKurang jlebihnya jmereka jberkunjung jseminggu 

jdua jkali. jMeskipun jtidak jada jyang jterjadi jdi jmasyarakat jmereka jselalu jrutin 

jberkunjung jmeskipun jhanya jbercerita jdan jmelihat jkeadaan jdan jkondisi jdi 

jmasyarakat. jMereka jjuga jdatang jmeskipun jhanya jmembagi jstiker, jnomor 

jtelepon jdan juntuk jmenyapa jmasyarakat. jSayangnya, jdoor jto jdoor jsystem 

joleh jbhabinkamtibmas jdi jPolsek jBubutan jbelum jmenerapkan jperencanaan 

jdan jmateri jyang jtetap. b) Kemitraan masyarakat, jBentuk jkemitraan jyang 

jdilakukan joleh jPolsek jBubutan jdengan jmasyarakat jdengan jmenjalin 

jkerjasama jyang jmelibatkan jtokoh jmasyarakatj, jtokoh jagama, jdan jtokoh 

jpemuda jyang jada jdi jwilayah jKelurahan jBubutan jdengan jmelakukan 

jsiskamling, jpam jswakarsa jatau jmenjaga jkamtibmas, jpengaturan jlalu jlintas 

jyang jdilakukan joleh jpemuda jpada jaktivitas jdi jpasar jdan jpengelolaan jparkir, 

jserta jmelakukan jpencegahan jdan jmengantisipasi jgangguan jkamtibmas.  

2. Upaya yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas dan warga masyarakatnya 

dalam pencegahan tindak pidana adalah menyebraluaskan informasi jpesan-

pesan jkamtibmas jmelalui jkegiatan jdoor jto jdoor jsystem jdan jselebaran. 

jSelain jitu jjuga jmemotivasi jmasyarakat jagar jaktif jdalam jkegiatan 

jsiskamling, jkhususnya jpada jremaja. jSerta jmemberikan jbimbingan jkonseling 

jkepada jmasyarakat jyang jmenjadi jkorban jcriminal jmisalnya jKDRT. jDengan 

jupaya j-upaya jtersebut jdiharapkan jdapat jmencegah jtindak jpidana jdi jsekitaran 

jmasyarakat jBubutan. 
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3.2 SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, Adapun rekomendasi 

yang dapat diberikan sebagai berikut: 

1. Agar pihak kepolisian memberikan pelatihan manajemen dan pengawasan 

terhadap kinerja Bhabinkamtibmas dalam menjalankan pemolisian 

masyarakat. Dengan begitu, kinerja Bhabinkamtibmas lebih terstruktur 

dari perencanaan, pelakasanan hingga evaluasi.  

2. Agar anggota Bhabinkamtibmas melakukan updating terhadap isu-isu 

kejahatan yang amrak terjadi di lingkungan masyarakat. Dengan begitu 

masyarakat dapat lebih waspada terhadap tren kejahatan yang sedang 

marak.  

3. Agar masyarakat lebih berperan aktif dan berpartisipasi terhadap upaya 

Bhabinkamtibmas dalam menjalankan fungsi kepolisian masyarakat.  
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